
 
 

 

 
BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR 71 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KULON PROGO, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia 

untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten 

Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu 

Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 

SALINAN 
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  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa 

Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 59); 

 

 

 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023  (Lembaran Daerah  Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2023 Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 

8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula 

sebesar Rp1.656.270.949.755,00  bertambah sebesar 

Rp175.643.943.207,00 sehingga menjadi Rp1.831.914.892.962,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula    Rp1.602.783.129.755 

b. Bertambah        Rp63.857.528.378 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.666.640.658.133 

2. Belanja Daerah 

a. Semula    Rp1.623.397.757.352 

b. Bertambah      Rp162.643.943.207 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp1.786.041.700.559 
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3. Pembiayaan Daerah 

 a.  Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula            Rp53.487.820.000  

2) Bertambah         Rp111.786.414.829 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan               Rp165.274.234.829 

 

 b.  Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula       Rp32.873.192.403 

2) Bertambah      Rp13.000.000.000 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan            Rp45.873.192.403 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan              Rp119.401.042.426 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan      Rp0 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi    Menurut    Kelompok,    Jenis,    Objek, 

Rincian       Objek,       Pendapatan,       Belanja,       

dan Pembiayaan 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang 

Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran 

Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

Kepada Pemerintah Kabupaten; 
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7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak 

dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota   pada   Daerah    Perbatasan Dalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Kulon Progo ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

   Ditetapkan di Wates 

Pada tanggal 29 September 2023 

Pj. BUPATI KULON PROGO 

 

                      Cap/ttd 

 

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI 

 

 

Diundangkan di Wates 

pada  tanggal 29 September 2023                          

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 

 

Cap/ttd 

 

TRIYONO 

 

BERITA DAERAH  KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2023 NOMOR 71.................... 

 

 

 


		2023-10-10T14:50:06+0700




